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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Blg

بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam

perkara Cerai Talak antara:

Nama  Pemohon,  tempat  dan  tanggal  lahir  Balige, 1981,  agama  Islam,

pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara,

alamat  domisili  elektronik/email:  xxxxxxxxx@gmail.com,

selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Nama  Termohon,  tempat  dan  tanggal  lahir  Balige,  1985,  agama  Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tanggal,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Balige,  Kab.  Toba  Samosir,

Sumatera Utara, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  cerai  dengan  surat

permohonan tanggal 8 Juni 2021 melalui email (e-court) yang telah didaftarkan

di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Balige  dengan  register  Nomor

12/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 8 Juni 2021, menguraikan alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  26  Agustus  2013 telah

dilangsungkan  perkawinan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  yang

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
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Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana tercatat dalam

Akta Nikah No.13/01/VIII/2003 tertanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

dilangsungkan  berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah yang

diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon

tinggal di Lumban Dolok, Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Pemohon  dan

Termohon  telah  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami-isteri  dan

dikaruniai 2 orang anak:

a. Nama anak 1, Perempuan, Umur 17 tahun

b. Nama anak 2, perempuan, umur 11 tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah

berumah  tangga  dengan Termohon  berlangsung  selama  10  tahun.

Ketentraman  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  mulai  goyah

penyebabnya antara lain :

a. Faktor  Ekonomi  yang  menyebabkan  pertengkaran

secara terus-menerus di dalam rumah tangga;

b. Termohon  diketahui  memiliki  pria  idaman  lain

(selingkuhan);

c. Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dengan

membawa anak-anaknya; 

d. Bahwa  Termohon  dan  Pemohon  sudah  tidak  satu

rumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini; 

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga

yang  dihadapi,  Pemohon  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan

keluarga dan sering kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon

untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun

usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa pada tanggal 13 April  2015, Termohon datang

menjumpai Pemohon dengan memberikan Surat Cerai untuk ditandatangani
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oleh Pemohon dan Pemohon bersedia menandatangani surat cerai tersebut

karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bersatu lagi

dan antara kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk bercerai;

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan

Termohon  sebagaimana  yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  warahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik

diputus dengan perceraian;

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,

permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon atas dasar  pertengkaran yang terjadi  terus-menerus dan tidak

mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk

menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil  dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  dapat  menentukan  hari

persidangan,  kemudian memanggil  Pemohon dan Termohon untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Nama  Pemohon)

untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Nama

Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono).
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Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini

Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap  di  persidangan,  Pemohon  dipanggil  secara  elektronik  melalui

alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan

Termohon tetap dipanggil dengan panggilan biasa, terhadap panggilan tersebut

Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon ternyata

tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula

telah terbukti  bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu

alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa  pada  persidangan  tanggal  16  Juni  2021  Pemohon  memohon

kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya.

Bahwa majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mengambil keputusan

terhadap permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

 Bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  di  persidangan,  selengkapnya

telah  dicatat  dalam berita  acara  sidang yang merupakan satu  kesatuan tak

terpisahkan dengan putusan ini  dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  terhadap  Pemohon  dan  Termohon

untuk  menghadap  di  persidangan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan ini diajukan oleh Pemohon

sebelum Termohon menyampaikan jawabannya dan telah sesuai sebagaimana

ketentuan  Pasal  271  Rv.  Oleh  karena  itu  permohonan  tersebut  dapat

dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7
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Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

12/Pdt.G/2020/PA.Blg dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Balige

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan   kepada  Penggugat   untuk  membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp195.000,00 (seratus

sembilan puluh lima ribu rupiah).

 Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  5  Dzulqaidah  1442  Hijriah  oleh  kami

Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul

Azdmi,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  didampingi  oleh

Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu

oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim-Hakim Anggota,

 .

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

 .

Ketua Majelis,

 .

Muzakir, S.H.I.
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Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

 .

Sriwati Br. Siregar, SH.

Riancian biaya:
1
.

PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan
Pertama P dan T

Rp 20.000,00

c. Redaksi Rp 10.000,00

2
.

Biaya Proses Rp 50.000,00

3
.

Panggilan Rp 75.000,00

4
.

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 195.000,00
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